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PENGADILAN NEGERI MALILI

J1. Soekarno Hatta, Malili, Luwu Timur.

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Mll

Atas Nama Pemohon :

RACHMAD, S.Pd

Hari / Tanggal Penetapan :

Senin / 15 Nopember 2018

Hakim Tunggal :

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti :

PERI MATO , S.H.
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PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:
RACHMAD, S.Pd : lahir di Malili, 17 Nopember 1980, Kebangsaan Indonesia,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal Dusun Puncak Indah
Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu
Timur,;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada JUDI AWAL, S.H.,
Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL &
Associates yang berkantor/beralamat di JI. Andi Djemma No.
89 Malili, Kab. Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 5 Nopember 2018 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal
7 Nopember 2018 Reg. No. 110/SK/Pdt/2018/PN Ml untuk
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 8
Nopember 2018 Nomor : 51/Pdt.P/2018/PN MIl tentang penunjukan
Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 8
Nopember 2018 Nomor : 51/Pdt.P/2018/PN MIl tentang Penetapan
hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan
pemohon;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi
pemohon;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 Nopember

2018 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. Nomor
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51/Pdt.P/2018/PN MIl yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

Bahwa Pemohon adalah AYAH KANDUNG dari FAHD MOHD. YAZID R,
oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak
Pemohon, maka diwakili oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Malili agar nama anak Pemohon tersebut dapat diganti/diubah,
dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon RACHMAD telah menikah secara sah dengan REZKI
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.105/07/VI1/2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkona Kab. Luwu Timur, Provinsi
Sulawesi Selatan, tanggal 01 Juni 2012;

2. Bahwa dari buah perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, yang mana anak Pertama Pemohon beri nama FAHD MOHD. YAZID R
yang lahir di MALILI pada tanggal 04-04-2006, berjenis kelamin LAKI-LAKI;

3. Bahwa sejak bayi anak pertama pemohon tersebut sering mengalami sakit,
dan mengalami pertumbuhan yang lambat dan bahkan adiknya (anak Kedua
Pemohon) sudah lebih besar dari Kakaknya (Anak Pertama), yang mana oleh
Orang Tua Pemohon menganggap/meyakini bahwa nama sang anak dapat
memberi pengaruh kepada anak, sehingga Orang Tua Pemohon (Kakek Anak)
mengganti/merubah nama panggilan anak PEMOHON (Cucunya) dari
sebelumnya nama panggilan YAZID menjadi YAYAT yang merupakan nama
panggilan dari nama pemberian Kakeknya (Orang Tua Pemohon) vyaitu
MOHD. AYATULLAH FAHD R, dan ternyata setelah nama anak Pemohon
diganti oleh Kakeknya (Orang Tua Pemohon), anak Pemohon telah
mengalami perubahan dan jarang mengalami sakit, sehingga pemohon
bermaksud mengganti/merubah nama anak pemohon semata-mata demi

kepentingan terbaik anak;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon bermaksud merubah/

mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama FAHD
MOHD. YAZID R berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-
22052013-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Luwu Timur diganti/dirubah menjadi nama MOHD.

AYATULLAH FAHD R demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;
5. Bahwa atas permohonan Perubahan Nama dalam akta kelahiran ini Pemohon

ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan

memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang
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Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang
memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan
penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dahulunya diberi nama FAHD MOHD.

YAZID R sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7324-LU-22052013-0014
diganti/dirubah menjadi nama MOHD. AYATULLAH FAHD R sah menurut

hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan

menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi
Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk
selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap

dokumen kependudukan lainnya;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
permohonan ini.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon
datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 8
Nopember 2018 sebagaimana tersebut di atas Pemohon menerangkan pada
pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar Pergantian
Nama anak Pemohon dapat diperbaiki. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan
penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah
menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rachmad, S.Pd Nomor :
7324041711800001 tertanggal 16 Maret 2018, diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Rachmad, S.Pd Nomor
7324041505130004 tertanggal 16 Desember 2014, diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :103/07/V1/2012 antara Rachmad dan
Rezki yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona,
diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7324-LU-22052013-0014, tertanggal 22
Mei 2013 atas nama FAHD MOHD. YAZID R, diberi tanda P-4 ;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai
secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau
salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai shingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya,
telah mengahdapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah
sumpah agama islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut:

1. Saksi : ARDIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon beralamat di
Dusun Puncak Indah Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama anak
Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari FAHD
MOHD. YAZID R diubah/diganti menjadi MOHD. AYATULLAH FAHD R;

- Bahwa pergantian nama tersebut dimaksudkan karena anak Pemohon
FAHD MOHD. YAZID R sering mengalami sakit-sakitan dan setelah
berkonsultasi dengan ustadz yang mengatakan bahwa arti dari nama anak
Pemohon tersebut kurang bagus bagi kesehatan dan perkembanan anak
Pemohon;

- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau
pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon
menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi: MUKHLIS, S.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon beralamat di

Dusun Puncak Indah Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama anak
Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari FAHD
MOHD. YAZID R diubah/diganti menjadi MOHD. AYATULLAH FAHD R;

- Bahwa pergantian nama tersebut dimaksudkan karena anak Pemohon
FAHD MOHD. YAZID R sering mengalami sakit-sakitan dan setelah

berkonsultasi dengan ustadz yang mengatakan bahwa arti dari nama anak
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Pemohon tersebut kurang bagus bagi kesehatan dan perkembanan anak
Pemohon;

- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau
pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon
menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memperimbangkan lebih jauh
permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam
mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum,
sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan
diuraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Dusun Puncak Indah Desa Puncak

Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama anak
pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari FAHD MOHD.

YAZID R diubah/diganti menjadi MOHD. AYATULLAH FAHD R

- Bahwa pergantian nama tersebut dimaksudkan karena anak Pemohon

FAHD MOHD. YAZID R sering mengalami sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi
yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, merupakan bukti surat berupa foto
kopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ardin dan Saksi
Mukhlis, S.Pd yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam
persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak pemohon yang bernama FAHD

MOHD. YAZID R merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal
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pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili ( Vide P-1, P-2 dan P-4 serta
keterangan saksi-saksi) ;

Menimbang, berdasarkan Bukti Surat P-2 dan P-4 menerangkan bahwa
Pemohon dengan istrinya SALMA merupakan orang tua kandung anak yang
bernama FAHD MOHD. YAZID R lahir di Malili pada tanggal 4 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon
yang semula bernama FAHD MOHD. YAZID R menjadi MOHD. AYATULLAH
FAHD R agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan kehidupannya menjadi
lebih baik kedepannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan
dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka terhadap
perubahan/penggantian nama anak Pemohon sebagaimana surat permohonannya
tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum dan tidak pula merupakan
suatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa
perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat
Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama wajib didaftarkan oleh orang yang
berubah namanya kepada Instansi Pelasana yang menerbitkan akta Pencatatan
Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan
Pengadilan Negeri, dan Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada
Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.
25 Tahun 2008 tentang persyarakatan, dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan
Pencatatan Sipil Dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal Pencatatan perubahan
nama adalah sebagai berikut :

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- Foto Copy Kartu keluarga ;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat

ternyata permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil
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permohonannya sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan
hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama dengan penetapan Pengadilan
mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum dengan kedudukan yang jelas,. dan
sah bagi yang berkepentingan mengenai suatu perubahan nama sebagai
identitas;

2. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan
sesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi;

3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi
segenap anggota masyarakat terutama dalam perubahan nama sebagai
identitas resmi;

4. Agar ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial
( Sosial Reform) lebi efektif;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan
Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbul
dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwva Kependudukan dan
atau peristiwa penting Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan

yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan nama anak kandung Pemohon yang dahulunya diberi nama
FAHD MOHD. YAZID R sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor
7324-LU-22052013-0014 tertanggal 22 Mei 2013 diganti menjadi MOHD.
AYATULLAH FAHD R;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan
menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi
Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk
selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap

dokumen kependudukan lainnya;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember
2018 oleh RENO HANGGARA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai
Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum dibantu oleh PERI MATO, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI HAKIM
Ttd Ttd
PERI MATO, S.H. RENO HANGGARA, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Permohonan ‘Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon ‘Rp 75.000,00
3. Redaksi :Rp 5.000,00
4. Materai :Rp 6.000,00
5. Alat Tulis Kantor :Rp 50.000,00
Jumlah :Rp 166.000,00 (seratus enam puluh

enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

ARMAN, SH.
Nip. 19720530 199303 1 001
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